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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Digitalisasi Pelayanan 

Publik melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Terpadu 

(SIMPADU) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis 

menggunakan teori Digital Era Governance dari Dunleavy, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1.  Reintegrasi (Reintegration) 

Implementasi SIMPADU telah mendukung terwujudnya reintegrasi 

pelayanan perpajakan melalui integrasi layanan antarbidang, integrasi sistem 

pembayaran, penyatuan dan pengelolaan data perpajakan, serta koordinasi dan 

monitoring pelayanan dalam satu sistem informasi. Integrasi tersebut 

mempermudah koordinasi antarpetugas, mempercepat proses pelayanan, 

meningkatkan akurasi pengelolaan data, serta mendukung pengawasan pelayanan 

secara lebih efektif melalui Dashboard Smart Report. Namun demikian, 

implementasi digital masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa jenis 

layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga optimalisasi pelayanan dapat 

dilakukan secara lebih menyeluruh. 

2.  Holisme Berbasis Kebutuhan (Needs-Based Holism) 

Implementasi SIMPADU telah menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan 

mulai berorientasi pada kebutuhan wajib pajak melalui penyediaan layanan digital 
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yang lebih mudah diakses, didukung kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta 

mekanisme penanganan keluhan. Digitalisasi pelayanan memberikan kemudahan 

bagi wajib pajak dalam memperoleh informasi dan melakukan pembayaran pajak 

tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan. Meskipun demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak masih memilih pelayanan secara 

langsung karena keterbatasan literasi digital, kebiasaan penggunaan layanan 

konvensional, maupun kendala jaringan internet. Oleh karena itu, peningkatan 

edukasi kepada masyarakat masih diperlukan agar pemanfaatan layanan digital 

dapat berlangsung secara lebih optimal. 

3.  Perubahan Digitalisasi (Digitization Changes) 

Implementasi SIMPADU telah mendorong perubahan proses pelayanan 

perpajakan dari sistem manual menuju pelayanan berbasis digital yang lebih efektif, 

efisien, transparan, dan terintegrasi. Digitalisasi memberikan kemudahan bagi 

petugas dalam pengelolaan administrasi perpajakan sekaligus mempercepat 

pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, pengembangan sistem dilakukan secara 

bertahap melalui penambahan fitur pelayanan sesuai kebutuhan organisasi dan 

masyarakat. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi masih dipengaruhi oleh 

kesiapan infrastruktur teknologi, stabilitas jaringan, serta kemampuan aparatur dan 

wajib pajak dalam mengadopsi teknologi digital sehingga pengembangan sistem 

perlu dilakukan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

digitalisasi pelayanan publik melalui SIMPADU di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi karakteristik Digital Era Governance, 
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yaitu mampu mengintegrasikan pelayanan, berorientasi pada kebutuhan pengguna, 

serta mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Meskipun 

demikian, implementasi tersebut masih memerlukan penyempurnaan melalui 

peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan sistem, dan optimalisasi 

infrastruktur teknologi agar kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1.  Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Bapenda Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk terus mengembangkan 

SIMPADU melalui penyempurnaan fitur pelayanan digital, terutama pada jenis 

pajak yang belum sepenuhnya menerapkan pelayanan mandiri (self-service). Selain 

itu, diperlukan peningkatan stabilitas jaringan dan pemeliharaan sistem secara 

berkala agar pelayanan digital dapat berlangsung tanpa gangguan. 

2.  Peningkatan Sosialisasi dan Pendampingan 

Bapenda Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi 

mengenai penggunaan SIMPADU melalui media sosial, website resmi, pemerintah 

desa, maupun kegiatan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Pendampingan 

kepada wajib pajak, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan 

layanan digital, juga perlu terus ditingkatkan agar pemanfaatan SIMPADU dapat 

lebih merata. 
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3.  Peningkatan Literasi Digital Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat wajib pajak yang lebih memilih 

pelayanan secara langsung karena keterbatasan pemahaman terhadap layanan 

digital. Oleh karena itu, Bapenda perlu menyelenggarakan program edukasi secara 

berkelanjutan mengenai tata cara penggunaan SIMPADU, pembayaran digital, serta 

pemanfaatan fitur-fitur pelayanan yang tersedia sehingga masyarakat dapat 

memanfaatkan layanan secara mandiri. 

4.  Pengembangan Sistem 

Bapenda Kabupaten Bojonegoro diharapkan terus melakukan inovasi 

terhadap SIMPADU melalui pengembangan fitur yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna, seperti penyempurnaan layanan mandiri, peningkatan kemudahan 

antarmuka (user interface), serta pengembangan fitur notifikasi atau pengingat 

jatuh tempo pembayaran pajak. Pengembangan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam menggunakan layanan digital. 

5.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi digitalisasi 

pelayanan perpajakan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran 

(mixed methods) sehingga dapat mengukur pengaruh implementasi SIMPADU 

terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, maupun peningkatan 

penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan 

membandingkan implementasi digitalisasi pelayanan perpajakan di daerah lain 

sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Digital 

Era Governance dalam pengelolaan pajak daerah. 
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